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SabangMerauke telah memasuki tahun kelima
sejak awal berdiri, dan kami belajar begitu banyak
hal selama perjalanan ini. Bahwa apapun yang
dilihat, didengar, dirasakan anak semasa ia hidup
adalah proses pembelajaran; dan bahwa kewajiban
untuk ikut mendidik anak bangsa berada di pundak
kita semua.

Theory of change program ini sederhana:

“Jika ada lebih banyak anak-anak Indonesia yang
pernah mengenal dan mengalami interaksi positif
dengan orang-orang yang berbeda,

Maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi manusia
yang toleran dan penuh kasih,

Sehingga Indonesia akan menjadi tempat yang
lebih damai.”

Halmahera Selatan, di ruang kelas, 2011

Sebelum saya mengakhiri masa mengajar, saya
sempat bertanya:

“Apakah orang Kristen itu jahat?”
“TIDAAAAAAK!I”

“Misalkan Ibu Ayu orang Kristen, masihkah anak-
anak sayang pada lbu Ayu?”

Tanpa ragu-ragu anak-anak menjawab,
“SAYAAAANG!!!”

Versi lengkap artikel ada di:

Sumintono, B. and Subekti, N. B. (2015). Teacher In-Service Training and Re-training in Indonesia. In Karras, K. G. and Wolhuter, C.C. (series editor). International Handbook of

Perkembangan Pelatihan Guru dalam Jabatan di

Indonesia®

Bambang Sumintono? dan Nanang Bagus Subekti®

Artikel ini merangkum perkembangan pelatihan
guru pada masa Indonesia merdeka dalam konteks
pelatihan kembali baik sifatnya out of service atau
in-service training, dan bukannya guru dalam masa
pendidikan (pre-service training).

Masa Perkembangan Awal

Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh
Belanda, pembangunan pendidikan di masa 1950-
an berkembang sangat pesat. Total populasi siswa
sekolah di tingkat sekolah dasar telah mencapai
5 juta siswa pada tahun 1951, meningkat 150%
dibanding sepuluh tahun sebelumnya, dan pada
tahun 1960 jumlah ini telah tumbuh menjadi 8
juta®. Perluasan ini memaksa pemerintah pusat
untuk membuat berbagai kursus singkat darurat
untuk menghasilkan guru dengan kualifikasi
yang sama dengan 10 tahun masa studi. Sebagai
gambaran terhadap kondisi yang ada, pada tahun
1951, dari 80 ribu guru sekolah dasar hanya 38%
saja memenuhi kriteria ini®.

Untuk menaikkan kualifikasi guru, maka kursus
darurat untuk guru dalam jabatan dilakukan
setara dengan pendidikan guru tingkat SMP dan
beberapa melekat pada sekolah menengah atas®.
Pada tahun pertama, para guru tersebut harus
menghadiri pelajaran di kelas-kelas yang terletak
di kota terdekat dengan lokasi penempatan
mereka bertugas, dan pada tahun berikutnya
mereka kembali ke sekolah tempat mereka bekerja
untuk mengajar. Pada tahun kedua ini, mereka
secara teratur menerima bahan yang ditulis oleh
pakar pengajaran dan diawasi oleh guru-guru yang
berpengalaman di daerah’.

Selain  meningkatkan kualifikasi guru, pada
tahun 1950 Kementerian Pendidikan juga
memperkenalkan program pelatihan bagi guru-
guru yang disebut dengan program B-I dan B-I&.
Program ini disponsori dan dioperasikan secara
terpusat berdasarkan mata pelajaran/disiplin
ilmu, tidak seperti program pada guru sekolah
dasar yang bersifat umum. Selain itu, program
tidak diberikan oleh guru saja tetapi melibatkan
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dosen dari perguruan tinggi pendidikan (Institut
Pendidikan Guru, yang merupakan cikal bakal IKIP)°. Dua
program ini digunakan oleh guru-guru sekolah dasar
untuk meningkatkan kualifikasi dan melakukan mobilitas
vertikal dengan menjadi guru di SMP atau SMA?,

Kesulitan yang dihadapi selama era ini adalah pembagian
kerja antara kementerian yang bertanggung jawab untuk
pendidikan dan pelatihan serta pemerintah provinsi yang
mengelola hal lainnya'*. Pemerintah provinsi berada
pada kondisi keuangan yang berat untuk bisa mendukung
operasionalisasi sekolah-sekolah di wilayahnya, hal ini
menyebabkan kepala sekolah mengandalkan sumbangan
dari orang tua siswa untuk urusan pemeliharaan dan
tunjangan guru®2.

Sebuah tantangan yang unik untuk bangsa baru ini
adalah kemampuan untuk menghasilkan buku teks dan
alat bantu mengajar untuk pendidikan dan pelatihan
guru. Kementerian saat itu memutuskan bahwa sudah
waktunya bagi Indonesia untuk melakukan penerbitan
buku sendiri untuk menunjang program pelatihan
guru ini. Dampak positifnya, banyak orang Indonesia
memperoleh pengalaman menulis buku pelajaran untuk
kurikulum pendidikan profesional guru, tapi hampir
semua naskah (sekitar 500 buku) yang menjadi buku teks
dicetak di luar negeri.

Masa Peluasan Kapasitas di era Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru mendapatkan momentumnya
pada tahun 1974 ketika harga minyak mentah naik secara
signifikan. Pada Pelita (Pembangunan Lima Tahun) ke-
2, anggaran pendidikan naik dua belas kali lipat (dari Rp
36,6 miliar menjadi Rp 436 miliar) serta menjadi 9% dari
total anggaran nasional dibandingkan dengan 3,4% pada
era sebelumnya. Keadaan ini membuat pemerintah pusat
melaksanakan berbagai target ambisius pembangunan,
sepertimendirikan satu sekolah di setiap desa??, merekrut
seratus ribu guru baru ke dalam sistem dalam kurun
sepuluh tahun'4, dan melaksanakan program pelatihan
in-service di seluruh negeri *°.

Pengenalan kurikulum baru pada tahun 1975 menjadi titik
balik untuk mempercepat program pelatihan in-service
yang berbeda secara signifikan dari era sebelumnya.
pada tahun 1976, lebih dari 90.000 guru sekolah dasar
ditingkatkan kemampuannya melalui lokakarya selama
tiga minggu dengan memperkenalkan buku pelajaran
baru?®. Lokakarya dijalankan oleh staf pelatihan sebanyak

12ribuahliyangtergabungdalam 120 tim diberbagai
provinsi dengan fasilitasi kendaraan lapangan yang
juga membawa alat bantu audiovisual.

Untuk guru sekolah menengah, in-service training
dilakukan di perguruan tinggi pendidikan guru (mirip
dengan kursus B-Il di sistem sebelumnya), dan juga
dengan pendekatan baru di lembaga-lembaga baru
yang disebut Pusat Pengembangan Pendidikan
Guru (PPPG). Pada tahun 1979, dua pusat baru
sudah beroperasi, lima lainnya masih di bawah
konstruksi dan delapan pusat pelatihan sedang
direncanakan?’. Pusat-pusat baru sengaja terletak
berdekatan dengan perguruan tinggi pendidikan
guru untuk memanfaatkan staf mereka dalam
memberikan pelatihan, dan masing-masing pusat
tersebut didirikan berdasarkan spesialisasi disiplin
ilmu tertentu®®, seperti pendidikan sains di Bandung,
pendidikan bahasa di Jakarta, dan pendidikan
matematika di Yogyakarta. Guru akan hadir selama
enam minggu pelatihan di PPPG yang bisa melayani
hingga 50 guru di setiap angkatan. Total 18.000 guru
per tahun yang mengikuti pelatihan ketika semua
PPG sudah beroperasi®®.

Fungsi lain dari PPPG adalah untuk membantu
mengembangkan program-program profesional
guru di daerah melalui lembaga Balai Pendidikan
Guru (BPG). Setiap BPG terletak di ibukota provinsi,
dengan total 14 BPG sudah beroperasi pada tahun
1989 sementara 13 yang lain berada di bawah
konstruksi®*. Berbeda dengan PPPG, lembaga BPG
menyediakan berbagai program pelatihan yang
melibatkan semua guru dari berbagai tingkatan
sekolah. Baik PPPG maupun BPG merekrut guru dari
sekolah mereka untuk pelatihan yang sifatnya in-
service, yang terkadang membuat dilema bagi para
kepala sekolah karena harus memutuskan apakah
akan mendukung pengembangan profesional bagi
guru, sementara di saat bersamaan siswa akan
ditinggalkan di dalam kelas tanpa mereka ajar®.
Kondisi makin sulit bagi guru yang jumlahnya tidak
banyak seperti guru IPA dan matematika, saat yang
sama mereka adalah guruyang palingmembutuhkan
pengembangan profesional®.

Pada awal 1980-an,
dalam pelatihan in-service guru di

perubahan besar terjadi
Indonesia.

“Thomas, R. M., & Surachmad, W. (1962). Indonesian Elementary Education: Two Decades of Change. The Elementary School Journal, 63 (1), 6-14.

5Poerbakawatja, S. (1970). Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka. Jakarta: Gunung Agung.

5sarumpaet, J. P. (1963). The New Era in Indonesian Education. Comparative Education Review, 7(1), 66-73.
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Didukung oleh pinjaman jutaan dolar dari Bank
Dunia, mulai dari studi yang dilakukan pada tahun
1978 dimana 40 guru senior Indonesia melakukan
survei ke pusat-pusat pelatihan guru di luar negeri
selama enam bulan?®. Salah satu alasan mengapa
dilakukan hal ini adalah pelatihan singkat 2-3
minggu yang biasa dilakukan tidak memberikan
dampak yang berarti?*. Pendekatan baru dirancang
sebagai program ambisius yang menggabungkan
pelatihan yang sifatnya in-service maupun on-
service. Pada kombinasi program ini, guru tidak
hanya menyelesaikan pelatihan di PPPG atau BPG,
tetapi juga dibimbing langsung oleh guru-guru yang
lebih berpengalaman di sekolah/wilayah mereka.
Program ini disebut Pemantapan Kerja Guru (PKG)
dan dioperasikan dari tahun 1980 ke awal 1990-an.

Program PKG dimulai dengan pemilihan guru
berprestasi yang dinominasikan oleh setiap provinsi
yang kemudian dilatih untuk menjadi instruktur.
Pelatihan untuk menjadikan guru instruktur (master
teacher) untuk pendidikan sains diselenggarakan di
RECSAM di Penang, Malaysia, selama tiga bulan®.
Para guru diberikan pelatihan dengan materi
tentang pelajaran sains, kegiatan laboratorium,
manajemen kelas, dan metodologi pelatihan.
Kemudian, mereka mengunjungi sekolah-sekolah
di Thailand dan Australia untuk mengidentifikasi
unsur-unsur yang dapat diterapkan di kelas dan
laboratorium sains di Indonesia. Setelah mereka
kembali, salah satu tugas utama mereka adalah
untuk meningkatkan rasa percaya diri guru yang
memiliki latar belakang yang lemah dan tidak punya
pengalaman laboratorium. Ketika program ini mulai
berjalan, terdapat kelompok instruktur yang terpilih
untuk belajar di tingkat pascasarjana di Inggris dan
Australia®®. Jumlah yang pasti dari guru terlatih
dalam sistem PKG ini tidak tersedia, tetapi tercatat
bahwa ada total 7.000 instruktur dan pelatih yang
tersebar di seluruh provinsi dengan 82 diantaranya
menyelesaikan gelar magister di universitas luar
negeri tahun 1996%,

Pada saat mereka kembali ke tempat kerjanya,
para instruktur tersebut disiapkan lembar kerja
pengajaran berdasarkan buku teks yang ada, yang
mengikuti silabus dan kurikulum nasional. Karena
mahalnya program PKG, pemerintah memutuskan

°Thomas, ibid.

poerbakawatja, ibid

untuk mendirikan versi terbatas yang disebut
dengan Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKG) di
tingkat kabupaten?®, pada tahun 1987 jumlah SPKG
sudah mencapai 200 buah?®. Program SPKG dipimpin
oleh guru utama (guru inti) yang telah ‘lulus’ dari
program PKG. Berbeda dengan PKG yang memiliki
siklus lengkap dengan sistem ‘in-on’, SPKG memiliki
intensitas minimal, mengandalkan siklus on-service
diikuti dengan pertemuan guru®°,

Warisan utama dari program PKG ini dalam sistem
pendidikan adalah terbentuknya jaringan guru
dari pemerintah pusat ke kabupaten dan berbagai
pelosok wilayah. Tujuan dari program PKG bukan
hanya pelatihan guru untuk menggunakan lembar
kerja, tetapi juga untuk menyebarkan informasi
dari Departemen Pendidikan dan kantor provinsi.
Pada tahun 1993, ketika pemerintah tidak dapat
memperoleh  pinjaman internasional  untuk
mendukung program PKG, jaringan ini digunakan
terus untuk mengatur guru bertemu secara teratur
atas dasar sukarela sebagai Kelompok Kerja Guru
(KKG) untuk guru SD, yang terdiri dari guru mata
pelajaran dan guru kelas, dan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru tingkat sekolah
menengah. Kedua bentuk KKG dan MGMP ini
merupakan fase keberlanjutan pasca proyek dalam
menanggapi kurangnya dana3..

Selama era Orde Baru ini, DPR mengeluarkan
undang-undang sistem pendidikan nasional (UU
Sisdiknas) yang baru, yaitu UU 2/1989. Salah satu
yang ditetapkan adalah, bahwa tingkat minimum
pendidikan guru berubah dari setara SPG menjadi
diploma dua (D-IlI) untuk guru sekolah dasar dan
tingkat sarjana (S1) untuk guru sekolah menengah.
Karena program ini bukanlah jenis program pre-
service untuk guru SD, karenanya disebut dengan
program penyetaraan D-Il dan boleh juga dianggap
sebagai program pelatihan ulang, lebih dari 800
ribu guru dalam jabatan perlu ditingkatkan menjadi
lulus D-1l. Jumlah total peserta yang bisa mengikuti
kapasitasnya per tahun adalah 40 ribu orang,
di mana setengah jumlah itu adalah guru yang
didukung oleh beasiswa dari pemerintah dan studi
di perguruan tinggi pendidikan guru, sedangkan
sisanya harus membayar biaya kuliah yang tidak
begitu mahal dengan mendaftar di Universitas

2| ee, K. H. (1995). Education and Politics in Indonesia 1945-1965. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

3Duflo, E. (2004). “The medium run efects of educational expansion: evidence from a large school construction program in Indonesia”. Journal of Development Economics 74, 163-197.
4 Raihani and Sumintono, B. (2010). Teacher Education in Indonesia: Development and Challenges. In Karras, K. G. and Wolhuter, C.C. (series editor). International Handbook of Teachers
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Terbuka dengan menggunakan modus belajar
jarak jauh. Kurikulum dan bahan pembelajarannya
disusun secara tergesa-gesa oleh penulis yang tidak
yang tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar
sekolah dasar yang membuat beberapa buku teks
yang ada tidak relevan untuk guru sekolah dasar®.

Masa Reformasi

Di Era Reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai
sekarang, pelatihan guru dalam jabatan masih terus
melakukan praktek yang ada yaitu dalam bentuk
program KKG dan MGMP. Di setiap kabupaten atau
kota di berbagai tempat dalam kelompok sekolah di
tingkat kecamatan, KKG dan MGMP adalah praktek
umum. Namun ada beberapa perkembangan
signifikan yang menunjukkan hal yang baru.

Lembaga-lembaga sebelumnya yang memberikan
pelatihan in-service untuk guru adalah PPPG dan
BPG. Di masa desentralisasi ini, kedua lembaga itu
tetap dibawah pemerintah pusat (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan). Meskipun dengan
nama yang sedikit berbeda, PPPG berubah menjadi
PATK dan BPG nama barunya adalah LPMP, fungsi
tradisional mereka dipertahankan: pelatihan yang
sifatnya in-service untuk guru yang direncanakan
dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Salah satu perkembangan yang signifikan dari
profesi guru di Indonesia adalah disahkannya UU
Guru dan Dosen pada tahun 2005 (UU 14/2005) oleh
parlemen. UU ini antara lain, menyatakan bahwa
guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana
atau menyelesaikan program pendidikan universitas
selama empat tahun (diploma 4, D-IV) serta lulus
proses sertifikasi yang menilai empat kompetensi
mereka yaitu pedagogik, profesional, personal dan
sosial®. Jika mereka lulus proses sertifikasi guru,
mereka akan menerima tunjangan profesi yang
sama dengan gaji pokok mereka sebagai pegawai
pemerintah. Selain itu, mereka juga mendapatkan
tunjangan fungsional sekitar 30% dari gaji pokok3“.

°Thomas, ibid.
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Dari 2,7 juta guru (25% dari mereka adalah guru
sekolah swasta), hanya 35% pada tahun 2015 yang
memenuhi persyaratan UU Guru, berdasarkan
kualifikasi akademik®. Pemerintah memprediksi
bahwa membutuhkan sepuluh tahun untuk meng-
upgrade kualifikasi guru dalam jabatan dalam proses
yang sama dengan program kesetaraan D-Il dari era
sebelumnya. Karena hal tersebut adalah aturan yang
perlu diterapkan, dan memberikan kesempatan untuk
melipatgandakan penghasilan mereka, mulai tahun
2007 guru-guru mulai kembali mendapat pelatihan
di berbagai perguruan tinggi keguruan yang dekat
dengan domisili mereka untuk memperoleh kualifikasi
yang dibutuhkan3.

Kelompok pertama dari proses sertifikasi yang
dilakukan di pertengahan tahun 2007, lebih dari
200,000 guru dalam jabatan yang terlibat®. Pilihan
untuk proses sertifikasi adalah metode portofolio,
di mana guru menunjukkan prestasi mereka selama
karir menjadi guru®. Salah satu kriteria dalam
metode portofolio yang memberikan poin yang baik
bagi guru adalah keterlibatan mereka dalam kegiatan
pengembangan profesional, yang meliputi pelatihan
in-service, seminar dan aktif dalam kegiatan ilmiah
seperti konferensi. Karena itu, banyak lembaga
pendidikan, dari universitas umum, perguruan tinggi
keguruan, baik swasta atau negeri menawarkan
seminar dan pelatihan singkat bagi para pendidik
di seluruh Indonesia, untuk memenuhi permintaan
yang tinggi dari para guru. Program sertifikasi guru
meningkatkan kesadaran guru akan kebutuhan
mereka untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan
profesi guru yang mereka dapat rencanakan sendiri,
tanpa harus menunggu undangan dari atasan mereka
(kantor pendidikan di kabupaten atau provinsi) yang
biasanya terbatas dan kadang mendadak®®.
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perusahaan atau badan usaha. Hal ini telah benar-
benar membuka peluang bisnis yang sebelumnya
didominasi oleh lembaga-lembaga publik seperti
PPPG dan BPG saja. Bisnis dalam hal ini tidak
berhenti di situ, mereka juga mengadakan konferensi
guru Indonesia tahunan di kota-kota besar dengan
banyak peserta, di mana mereka dapat menawarkan
beragam pelatihan unik yang dibuat untuk guru dan
sekolah yang biasanya tidak disediakan oleh lembaga-
lembaga tradisional.

Efek lain dari proses sertifikasi di sekolah adalah
banyaknya sekolah mengadakan kegiatan in-house
training untuk guru mereka. Kegiatan diselenggarakan
selama setengah hari sampai untuk seminggu yang
dilakukan di sekolah sendiri, dengan mengundang
pakar dari luar seperti dari universitas atau perguruan
tinggi kependidikan, ahli dari lembaga pendidikan
ataupun lembaga swasta. Para pakar tersebut
memberikan ceramah dan melakukan sesi pelatihan
singkat tentang metode baru pengajaran, multimedia
pendidikan, atau bahkan memberikan pelatihan

. Guru di masa reformasi ini juga bebas untuk
motivasi.

mengekspresikan diri dan membuat organisasi guru
yang independen untuk mereka sendiri. Salah satu
kegiatan utama organisasi guru tersebut adalah
untuk melakukan pelatihan rutin untuk guru.
Hal ini sekarang menjadi hal biasa, dimana guru
menyelenggarakan pelatihan untuk mereka sendiri
dengan meminta dukungan dan komitmen pihak lain
untuk mendanai kegiatan satu tahun misalnya yang
akan diadakan di sekolah atau di tempat-tempat
pelatihan lainnya. Upaya ini menimbulkan kesadaran
guru lainnya, bahwa mereka secara independen dapat
merencanakan dan melaksanakan pengembangan
profesional mereka dengan mendapat dukungan
sumber daya yang tersedia.

Pada saat yang sama, memberikan pelatihan
profesional bagi guru juga telah menjadi hal yang
populer di kota-kota besar, terutama dengan
persyaratan dari pemerintah bahwa perusahaan
dan badan wusaha wajib melakukan kegiatan
tanggung jawab sosial perusahaan. Berbagai yayasan
pendidikan dan bisnis pendidikan swasta didirikan
untuk memfasilitasi permintaan dan menawarkan
jasa mereka kepada sektor pendidikan. Sebagian
besar kegiatannya adalah pihak sekolah mendapatkan
pelatihan, pendampingan atau layanan pendidikan
lainya dalam merancang pengembangan sekolah yang
dilakukan di sekolah yang berdekatan dengan lokasi
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